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 BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1. Kondisi fungsional semua fasilitas trotoar di kecamatan Kota Lama buruk dan 

tidak sesuai dengan persyaratan aksesibilitas pada jalan umum 

2. Dari Hasil Analisis, ada beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

a. Lebar Trotoar, Perlu adanya pembebasan hambatan yang ada, sehingga 

hasil lebar rekomendasi setelah adanya pembebasan bisa memenuhi 

syarat bagi kaum difabel karena dari hasil penelitian ada 19 titik yang tidak 

memenuhi syarat dan 34 titik yang sudah memenuhi syarat bagi kaum 

difabel. 

b. Pada Kondisi Trotoar yang mengalami kerusakan perlu adanya perbaikan 

perkerasan material maupun dipadukan dengan material keramik berwarna 

terang. 

c. Kelandaian Ramp, pada sepanjang jalan perlu adanya pengadaan 

kelandaian Ramp terutama pada setiap persimpangan jalan, serta pada 

titik-titik penyeberangan. karena dari hasil penelitian rata-rata kelandaian 

Ramp adalah    𝑀 =
15,99+16,69+14,59+11,76

4
 = 14,76  tidak sesuai syarat 

dan sebagian besar dari trotoar dari setiap lokasi tidak memiliki Kelandaian 

pada trotoar.  

d. semua Trotoar dari hasil penelitian yang memiliki ketersediaan TGSI 

adalah: 400 m sehingga presentasenya  
400

5300
𝑥100% = 7,55 % dan yang 

tidak memiliki ketersediaan TGSI adalah: 4900 m sehingga presentasenya  

4900

5300
𝑥100% 92,45 %. untuk itu perlu adanya pemasangan TGSI bagi 

kaum difabel untuk mengarahkan para kaum difabel. 
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5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian dan 

pembahasan, yaitu: 

1. Kepada pihak pemerintah Kota Kupang, untuk menyediakan atau menambah 

trotoar bagi pejalan kaki, melakukan perbaikan atau rekonstruksi terhadap 

fasilitas trotoar yang seperti lebar trotoar, tinggi trotoar, dan juga kelandaian 

pada trotoar yang tidak memenuhi syarat dan juga terhadap ubin trotoar yang 

sudah rusak, menyediakan ubin pemandu di sepanjang lajur trotoar yang 

belum terdapat TGSI, merawat atau membersihkan kembali trotoar agar dapat 

dengan nyaman digunakan oleh kaum difabel, menambah rambu lalu lintas 

yang belum lengkap dan memangkas ranting pohon yang berada di tengah 

trotoar dan juga memperhatikan pemasangan lampu-lampu jalan ditengah 

trotoar 

2. Kepada pihak pemerintah agar menindak tegas dan memberi sanksi 

masyarakat yang berjualan diatas trotoar, parking on street, dan yang menaruh 

tumpukan material di badan trotoar yang tentu saja mengganggu kelancaran 

aksesibilitas bagi kaum difabel 
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